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Tujuan Pembelajaran

« Memahami :

* Pentingnya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan SDM

« KOSEP DAN Definisi SJPH

« Memahami Proses Pembuatan SJPH (Public Hearing dll)

* Lingkup Penerapan SJPH (UU 33, PP dan PMA serta UU 11)
* Implementasi SJPH.













Kementerian Agama Rl mempunyai 11 Unit eselon 1:

Peraturan Menteri Agama No 42 Th 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
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WEWENANG BPJPH
(UU NO. 33 TAHUN 2014 PASAL 6)

Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;

Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;

Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk;
Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri;
Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal;

Melakukan akreditasi terhadap LPH;

Melakukan registrasi auditor halal;

Melakukan pengawasan terhadap JPH;

Melakukan pembinaan auditor halal; dan

Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang
penyelenggaraan JPH.



D DASAR HUKUM PELAKSANAAN JAMINAN PRODUK HALAL
B (UU NO 33 TAHUN 2014)

Pasal 1

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman,
obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta
barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 4

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib
bersertifikat halal.

Pasal 26

1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari
Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal
20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.

2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan
keterangan tidak halal pada Produk.



S BARANG DAN JASA
D

e Barang :makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk
biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai,
digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

(PP No 39 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 2)

e Jasa : usaha yang terkait dengan barang dan mata rantainya.
(penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan,
pendistribusian, penjualan, dan penyajian).

(PP No 39 Tahun 2021 Pasal 135 ayat 3)



D DEFINISI LPH DAN AUDITOR HALAL
I (UU NO 33 TAHUN 2014 PASAL 1)

* Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang melakukan kegiatan
pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

* Auditor Halal adalah orang yang memiliki kkmampuan melakukan
pemeriksaan kehalalan Produk.



D DEFINISI PENYELIA HALAL
I (UU NO 33 TAHUN 2014 PASAL 1)

* Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Proses
Produk Halal (PPH)

JPelaku usaha, akademisi maupun siapapun bisa menjadi penyelia halal.



- ERA BARU PROSES SERTIFIKASI HALAL
D

LPH dapat didirikan oleh
Instansi pemerintah,
Perguruan Tinggi Negeri

atau Yayasan Islam.

UU No 33 Tahun 2014 Pasal 5
SK Sekjen Kemenag No. 80 Tahun 2019
Surat Ka BPJPH No. 1163 Tahun 2019

Sertifikasi Halal menganut sistem Telusur (Tracebility) dan bukan "End Product Analysis"



D ALUR MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL
D

Permohonan Pemeriksaan Penetapan Pengujian Pengecekan Fatwa
(@) e &
(% | =)

Pelaku Usaha BPJPH BPJPH LPH BPJPH MUI
Mengajukan Melakukan Menetapkan LPH Melakukan Menerima dan Menyelenggarakan
permohonan pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan dan/ memuverifikasi sidang fatwa halal
sertifikasi halal dokumen pilihan pemohon atau pengujian dokumen hasil dan menerbitkan

permohonan (1 hari (maks 2 hari produk (15 /25 pemeriksaan dan/  keputusan
kerja) kerja) hari kerja) atau pengujian penetapan

LPH (3 hari kerja)  kehalalan produk

Pemohon melengkapi (maks 3 hari kerja)

kekurangan dokumen
(maks 5 hari kerja)

Penerbitan

BPJPH

Menerbitkan
sertifikat
berdasarkan
keputusan
penetapan
kehalalan produk
yang ditetapkan
MUI



Availability(Ketersediaan)
Safety (Aman dari cemaran)
Security (Aman dari sudut
agama, sosial, budaya

Agama, Sosial,
Budaya

GATT
(Article XX)

KONSUMEN

PRODUSEN
(PENYELIA/PE
NDAMPING
HALAL

- Mikrooganisme
- Gizi

-Cemaran (Fisika, Kimia, Biologi)

-Agama, Sosial, Budaya

ESTETIKA

HAZARD
(HACCP)

PHYTO
SANITARY




BUAT KAJIAN PUSTAKA TERKAIT MATERI KULIAH PERTEMUAN ini.

Referensi: UU 33 Jaminan Produk Halal, 2014




1

tthalal indonesia untuk masayarakat dunia.

TERIMAKASIH
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